[image: D:\NYAMBET GAWE 9\Draft Perbup Fix CILACAP\download.png]

KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

[bookmark: _Hlk121384391]PERATURAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBENDA

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);

	Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA
Dan
KEPALA DESA KEDUNGBENDA

	
MEMUTUSKAN :


	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

	
	
	BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berberskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berberskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  selanjutnya  disingkat  APB-Desa  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  desa  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:
a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain : 
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup; 
b. sesuai perkembangan masyarakat; 
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pasal 4
(1) Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
c. bidang kemasyarakatan desa;
d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.
(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa. 
(3) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul.
Pasal 5
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :
Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas : 
a. sistem organisasi masyarakat adat; 
b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c. pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. 

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 6
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain : 
a. sesuai kepentingan masyarakat Desa; 
b. telah dijalankan oleh Desa; 
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa; 
d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
Pasal 7
(1) Ruang lingkup kewenangan  lokal berskala Desa meliputi :
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
c. bidang kemasyarakatan desa;
d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.
(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa. 
(3) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 8
Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :

	I.
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

	
	1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

	
	2. Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan

	
	3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

	
	4. Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan

	
	5. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan 

	
	6. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa 

	
	7. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

	
	8. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	
	9. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

	
	10. Penyusunan/Pendataan/Pemutahiran Monografi Desa

	
	11. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes

	
	12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya

	
	13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dan Keuangan Desa

	
	14. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

	
	15. Penyusunan Kebijakan Desa 

	
	16. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

	
	17. Pengembangan Sistem Informasi Desa

	
	18. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 
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	19. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian BPD 

	
	20. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa

	
	21. Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa 

	
	22. Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah 

	
	23. Pemilihan Kepala Desa 

	
	24. Penerimaan Kunjungan Kerja/tamu dari Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah

	
	25. Kegiatan Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Tingkat Desa 

	
	26. Sertifikasi Tanah Kas Desa

	
	27. Administrasi Pertanahan 

	
	28. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

	
	29. Mediasi Konflik Pertanahan

	
	30. Penyuluhan Pertanahan

	
	31. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

	
	32. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa

	
	33. Intensifikasi Hasil Tanah Kas Desa

	
	34. Intensifikasi pelunasan PBB

	
	

	II.
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

	
	1. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa

	
	2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD milik desa 

	
	3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 

	
	4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa

	
	5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Pemeliharaan Sarana Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa

	
	6. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 

	
	7. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

	
	8. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 

	
	9. Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film dokumenter

	
	10. Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian

	
	11. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa 

	
	12. Penyelenggaraan Posyandu 

	
	13. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll

	
	14. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

	
	15. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

	
	16. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

	
	17. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

	
	18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posbindu / Posyandu / Polindes / PKD

	
	19. Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas
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	20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Pemeliharaan Jalan Desa

	
	21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

	
	22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

	
	23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

	
	24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa 

	
	25. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pemeliharaan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

	
	26. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pemeliharan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

	
	27. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa

	
	28. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

	
	29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pemeliharaan  Embung Desa

	
	30. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

	
	31. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud / Turap / Tembok Penahan Tanah (TPT)

	
	32. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Lapangan Desa

	
	33. Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN 

	
	34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sumur Resapan

	
	35. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa 

	
	36. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga 

	
	37. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sanitasi Permukiman 

	
	38. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll

	
	39. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman 

	
	40. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah 

	
	41. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

	
	42. Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan penerangan lingkungan pemukiman

	
	43. Pembangunan/ pengembangan/pemeliharaan pedestrian (jalan untuk pejalan kaki)

	
	44. Pengelolaan Hutan Milik Desa

	
	45. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

	
	46. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

	
	47. Pengadaan/pemeliharaan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan

	
	48. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup

	
	49. Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)

	
	50. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

	
	51. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 

	
	52. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

	
	53. Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan perahu bagi desa-desa di daerah aliran sungai (DAS)

	
	54. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan  tambatan perahu

	
	55. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan  terminal desa

	
	56. Pengadaan/pembangunan/pemanfaatan/pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  informasi  dan komunikasi

	
	57. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 

	
	58. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

	
	59. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik.
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	60. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

	
	61. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

	
	

	III.
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

	
	1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 

	
	2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa 

	
	3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat 

	
	4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

	
	5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

	
	6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

	
	7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

	
	8. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

	
	9. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

	
	10. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan  tingkat Desa

	
	11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan  Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa*

	
	12. Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film dokumenter

	
	13. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

	
	14. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa

	
	15. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

	
	16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

	
	17. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

	
	18. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

	
	19. Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

	
	

	IV.
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

	
	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
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	2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

	
	3. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

	
	4. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan  Darat/Nelayan

	
	5. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 

	
	6. Peningkatan Produksi Peternakan 

	
	7. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa 

	
	8. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 

	
	9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan  Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

	
	10. Pengendalian Hama

	
	11. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

	
	12. Peningkatan Kapasitas BPD

	
	13. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

	
	14. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

	
	15. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel/penyandang disabilitas

	
	16. Penyelenggaraan Desa Layak Anak

	
	17. Penyelenggaraan Kampung KB

	
	18. Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

	
	19. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

	
	20. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi

	
	21. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian

	
	22. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

	
	23. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa 

	
	24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

	
	25. Pengembangan Industri Kecil Level Desa

	
	26. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 

	V.
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

	
	1. Penanggulangan Bencana, meliputi Pengadaan / pembangunan /  pengembangan / pemeliharaan sarana  prasarana  untuk  penanggulangan  bencana  alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya 


Pasal 9
(1) Pemerintah desa melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai tolak ukur dalam penetapan program kerja pemerintah desa.
(2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 10
(1) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan Pemerintah Daerah tentang mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;
(2) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa membuat berita acara penerimaan yang ditanda tangani oleh kepala desa dan ketua BPD, serta diketahui oleh Bupati.
Pasal 11
(1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
(2)  Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat pengantar;
b. surat rekomendasi; dan
c. surat keterangan.
Pasal 12
(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan  ikan, dan lain-lain. 
(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan  Perundangan yang lebih tinggi.
Pasal 14
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungbenda 
	
Ditetapkan di : Kedungbenda
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